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Abstract

This study examines the relevance of Surabaya City's 2024 spatial planning policy to the National
Strategic Project (PSN) development plan, which adheres to the principles of integration,
sustainability, and spatial equity, in accordance with Law Number 26 of 2007 concerning Spatial
Planning. This study also analyzes how spatial planning for the poor in Surabaya City is
implemented. The research method used is normative juridical, with an analytical approach to
documents and laws and regulations. The results indicate that Surabaya City's spatial planning policy
plays a strategic role in supporting the realization of the PSN. However, its implementation remains
problematic, such as a lack of spatial equity for the poor. The E-Rutilahu and Kampung Madani
programs demonstrate more comprehensive sustainability in spatial planning. However, challenges
and issues persist, ranging from limited budgets that hamper these programs, slow government
bureaucracy in implementing regulations, and disruptions that occur in the field. This study
recommends strengthening regulations, implementing social safeguards, and more meaningful public
participation in spatial planning. In addition, this study also suggests replication and strengthening
of the E-Rutilahu and Kampung Madani programs, as well as the use of spatial technology and big
data in planning.
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I. PENDAHULUAN

Kota Surabaya ialah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur serta dinobatkan sebagai kota
terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya dalam perjalanan waktu perkembangannya
menjadi sangat kompleks yang dimana harus menuntut kebijakan yang adaptif serta responsif
terhadap perkembangan kota itu sendiri. Dinamika yang terjadi tidak hanya dalam penataan ruangnya
saja tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, serta spasial kompleks yang terus
meningkat karena disertai dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap
tahunnya secara signifikan.

Dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya sendiri harus memikirkan bagaimana
cara untuk memberikan akses spasial untuk menunjang kebutuhan serta keseharian masyarakat Kota
Surabaya itu sendiri. Masyarakat sendiri pastinya akan memerlukan transportasi umum, lahan untuk
tinggal, lahan untuk melakukan perdagangan, lahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, dan
sebagainya. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk memajukan kotanya
sendiri dengan pengaturan-pengaturan yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip PSN (Proyek Strategis
Nasional). Prinsip yang dimiliki oleh PSN sendiri ada tiga, yaitu: keterpaduan, keberlanjutan, dan
keadilan spasial. Ketiga prinsip itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, yang memiliki tujuan dalam menciptakan ruang yang adil, seimbang, serta
berkelanjutan.

Pada Makalah ini, kami memberikan contoh serta fokus kami terhadap Kampung Madani serta
program yang digagas oleh Pemerintah Kota yaitu E-Rutilahu, yang digunakan untuk bukti nyata
kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Surabaya yang sudah berubah
menjadi Urban City.

II. METODE PENELITIAN

Dalam jurnal penelitian yang kami buat, kami menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. Kami memilih untuk menggunakan metode penelitian ini dikarenakan penelitian dari
normatif sendiri lebih menekankan kepada pembacaan jurnal, buku, ataupun artikel yang sumber
datanya sudah didapatkan dari pihak penulis tersebut lalu diolah menjadi sebuah sumber penelitian.
Adapun alasan kami menggunakan teknik penelitian tersebut ialah juga karena penelitian normatif
juga menetapkan standar yang berlaku dalam situasi tertentu.

Pendekatan dengan cara normatif juga dapat dipastikan menjelaskan secara detail dan tepat
sasaran mengenai dari adanya tujuan dari penulisan tersebut. Seorang ahli yaitu Soerjono Soekanto
sendiri mengemukakan beberapa pendapat bahwa kajian dari penelitian normatif, antara lain:

1. Sebagai riset dari adanya asas-asas tertentu yang bertujuan untuk sebagai acuan dalam penulisan.

2. Fungsi riset sebagai sistimatika hukum bertujuan agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

3. Riset juga berbicara mengenai taraf dari sinkronisasi hukum baik dilakukan secara vertikal
maupun horizontal.

4. Menggunakan riset sebagai sejarah dari suatu hukum sebagai pembanding dengan yang lama dan
yang baru.

5. Riset digunakan sebagai perbandingan hukum antara yang satu dengan yang lainnya.

Metode penelitian yuridis normatif ini ialah menggunakan metode yang diskrit (discrete).
Normatif sendiri selalu memberikan ketegasan dalam penelitiannya dan memiliki suatu keunikan
didalam pembuatannya beserta dengan hasilnya dibandingkan dengan berbagai metode penelitian
yang lainnya. Oleh karena itu, metode penelitian ini kerap kali menjadi pilihan yang tepat bagi
sebagian orang dalam menyelesaikan berbagai penelitiannya.

Berdasarkan pokok bahasan yang ada diatas, kami ingin mengkaji suatu permasalahan terkait
Apa relevansi antara kebijakan tata ruang Kota Surabaya tahun 2024 dengan rencana pembangunan
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengacu pada prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan keadilan
spasial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan
Ruang?, serta Bagaimana penataan ruang untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Surabaya,
apakah tercukupi atau tidaknya ruang kebebasan untuk diberikan ruang bertempat tinggal ?
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Apa relevansi antara kebijakan tata ruang Kota Surabaya tahun 2024 dengan rencana
pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengacu pada prinsip keterpaduan,
keberlanjutan, dan keadilan spasial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang?

Kebijakan yang ada di Kota Surabaya tidak dapat lepas dari visi kota Surabaya itu sendiri yang
menjadi kota berbasis digitalisasi dan dan pelayanan publik digital. Pada saat Kota Surabaya ada
dibawah Pemerintahan Tri Rismaharini hingga saat ini berganti menjadi Eri Cahyadi, Tata kelola
publik juga memiliki andil bagian untuk menciptakan tata kelola kota yang memiliki efisiensi dan
partisipatif. Contoh dari adanya penerapan visi tersebut seperti banyaknya layanan digital seperti e-
budgeting, e-KTP, e-UMKM, e-Health, e-Surat, dan sebagainya (Qatrunnada dkk., 2022).

Sistem yang ada hingga saat ini, sangat membantu pelayanan publik yang ada serta merangkum
pola instrumen penting dalam pengolahan data spasial dan data non-spasial yang berguna serta
relevan bagi perencanaan pembangunan. Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut yang juga
berbasis data yang pastinya valid dan terintegrasi dengan sistem, kebijakan pemerintah dalam
mengelola pembangunan dapat berjalan dengan presisi dan tepat sasaran. Dalam konteks pembahasan
kali ini yaitu PSN, kami mengambil contoh proyek PSN yaitu Jalur Luar Lingkar Timur (JLLT).
Proyek tersebut memproyeksikan bagaimana pembangunan infrastruktur PSN dalam bidang
pembangunan infrastruktur transportasi. JLLT sendiri pada awalnya diproyeksikan sebagai pengurai
kemacetan yang terjadi di lalu lintas pada pusat kota, memperluas jalan penghubung antar kota, dan
meningkatkan efisiensi dalam pengiriman logistik. Tetapi, dalam kenyataannya proyek tersebut
terdapat hambatan dalam pembebasan lahan serta penggantian kerugian terhadap masyarakat yang
terkena dampak penggusuran rumah mereka untuk proyek PSN ini (Sutanto, 2022).

Pada permasalahan yang disebutkan diatas, dapat diindikasikan bahwa adanya celah hukum
yang terjadi pada prinsip keadilan spasial yang dimana adanya keadilan untuk pemenuhan hak-hak
masyarakat yang terdampak hilang seketika tanpa adanya kejelasan yang berarti. Pada UU 26 Tahun
2007, menegaskan pentingnya distribusi ruang yang berkeadilan, mengutamakan keseimbangan antara
perlindungan hukum seseorang untuk mendapatkan ruang. Maka dari itu, evaluasi proyek PSN perlu
diadakan agar sesuatu yang terjadi pada contoh yang kami ambil yaitu JLLT tidak terjadi lagi
dikemudian hari hanya untuk mendukung kepentingan sesuatu.

B. Bagaimana penataan ruang untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Surabaya, apakah
tercukupi atau tidaknya ruang kebebasan untuk diberikan ruang bertempat tinggal?

Dalam menanggulangi masalah yang ada, Kota Surabaya mengalami permasalahan yang serius
dalam menanggulangi permasalahan untuk memberikan ruang yang layak huni bagi masyarakat
miskin. Adanya beberapa faktor pendukung seperti: Kemiskinan Struktural, laju urbaninasi yang
tinggi sehingga tidak dapat dikontrol, serta lahan yang terbatas hanya itu-itu saja tidak dapat
bertambah menjadi momok yang menghantui Pemerintah, bagaimana tidak beberapa masyarakat mau
tidak mau suka maupun tidak suka hanya dapat menikmati pemukiman yang kumuh dan tidak layak
hanya untuk dapat tinggal di Kota Surabaya.

Untuk menjawab tantangan dari adanya permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya
yang diwakilkan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan
mengembangkan sebuah program yaitu E-Rutilahu (Elektronik Rumah Tidak Layak Huni). Program
tersebut memberikan bantuan perbaikan rumah bagi orang tidak mampu dan tinggal dirumah yang
sudah tidak layak huni (Pampur dkk., 2024).

E-Rutilahu melakukan tugasnya dengan pendekatan secara integratif yang berbasis data digital
hingga pendanaan dan pelaksanaan renovasi rumah. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung
bagaimana rumah dapat diklasifikasikan sudah tak layak huni seperti: atap yang sudah mulai bocor,
struktur rumah yang sudah rusak, lantai rumah yang sudah mulai pecah, dan dinding yang sudah
retak. E-Rutilahu tidak hanya memiliki tujuan memberikan tempat tinggal yang layak bagi manusia
dengan keamanan serta kesehatan dalam tinggalnya, tetapi juga memberikan peningkatan kualitas
hidup secara menyeluruh (Termasuk juga dalam lingkungan sosial serta ekonomi yang ada di
sekitaran rumah).

Pada pandangan lain, program yang sudah terlaksana di Kampung Madani merupakan gerakan
yang berbasis komunitas dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar pengelolaan kawasan dan

Handoko Penataan Ruang Kelola, 127-131 129




Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

pemberdayaan ekonomi tersebut tetap berjalan. Program tersebut juga didukung oleh sinergi
pemerintah dengan lembaga zakat seperti LAZ dan BAZNAS serta filantropi lokal.

Rahmawati dan Widodo (2024) mencatatkan bahwa keikutsertaan warga dan antusiasme warga
dalam program ini cukup tinggi, terutama dalam kegiatan sosial dan revitalisasi ruang-ruang publik di
perkampungan kumubh.

Menurut data yang kami kutip dari (Badan Pusat Statistik) BPS Kota Surabaya (2023), jumlah
penduduk masyarakat miskin di Kota Surabaya pada Tahun 2023 mencapai 136.370 jiwa atau 4,65%
dari total populasi keseluruhan. Data tersebut cenderung menurun dibandingkan pada Tahun
sebelumnya yaitu Tahun 2022 yang mencapai 138.210 Jiwa. Kendati demikian, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) justru mengalami peningkatan dari awalnya 0,69 menjadi 0,71. Hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa masih tingginya kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat serta ruang
yang diberikan untuk masyarakat miskin belum optimal.

Kedua Program tersebut, terlihat jelas bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan
ruang yang layak untuk manusia dengan kehidupan yang diharapkan akan lebih baik kedepannya.
Tetapi tantangan dan permasalahan tetap ada, mulai dari anggaran yang terbatas sehingga menjadi
terhambatnya program tersebut, birokrasi pemerintahan yang lambat dalam mengatur peraturannya,
hingga gangguan-gangguan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, program ini sangat
membutuhkan pendekatan yang berfokus pada multisektor dan penguatan regulasi untuk memastikan
program ini terus berjalan tanpa adanya gangguan ataupun hambatan dalam pengoperasiannya di
masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmennya terhadap
keterpaduan sistem tata ruang dengan membangun tata kelola digital berbasis e-government, seperti
program e-budgeting, e-KTP, e-UMKM, e-Health, dan e-Surat. Digitalisasi ini mendukung
keterpaduan antar sektor dengan pendekatan data spasial dan non-spasial yang dapat diakses dan
dimanfaatkan lintas instansi. Sistem ini memungkinkan perencanaan yang lebih presisi, efisien, dan
akuntabel.

Contoh konkret keterpaduan dapat ditemukan dalam proyek PSN Jalur Luar Lingkar Timur
(JLLT). Secara konsep, proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan
konektivitas, serta mendorong efisiensi logistik kota. Namun, pelaksanaan proyek ini menunjukkan
lemahnya integrasi dalam aspek sosial dan hukum, terutama dalam pembebasan lahan. Permasalahan
dalam penggantian kerugian dan relokasi warga terdampak menunjukkan belum maksimalnya
keterpaduan lintas sektor (pemerintah, swasta, dan masyarakat).

Keberlanjutan menjadi dimensi krusial dalam penataan ruang kota besar seperti Surabaya yang
terus berkembang dengan laju urbanisasi tinggi. Pemerintah Kota Surabaya telah mencoba
mengedepankan keberlanjutan dengan pelibatan teknologi serta pendekatan partisipatif masyarakat.
Namun, pembangunan infrastruktur besar seperti JLLT belum sepenuhnya menunjukkan kepatuhan
terhadap prinsip keberlanjutan sosial dan ekologis.

Sebaliknya, program seperti E-Rutilahu dan Kampung Madani menunjukkan contoh
keberlanjutan yang lebih menyeluruh. Program E-Rutilahu berhasil mengidentifikasi dan merenovasi
rumah tidak layak huni secara digital dan terintegrasi, dengan pendekatan berbasis bukti. Ini
merupakan inovasi keberlanjutan sosial karena secara langsung meningkatkan kualitas hidup warga,
khususnya kelompok miskin.

Kampung Madani menunjukkan bahwa keberlanjutan juga harus melibatkan penguatan
komunitas lokal, nilai gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini juga memperkuat
dimensi ekologis karena pengelolaan ruang publik lebih terpelihara melalui kesadaran kolektif warga.

Keadilan spasial sebagai prinsip utama dalam UU No. 26 Tahun 2007 belum sepenuhnya
tercapai di Surabaya. Meskipun kota ini memiliki banyak inovasi digital dalam pelayanan publik,
akses masyarakat miskin terhadap ruang layak huni masih sangat terbatas. Data BPS tahun 2023
menyebutkan masih terdapat sekitar 136.370 jiwa (4,65% dari populasi) penduduk miskin di
Surabaya. Meskipun jumlah tersebut menurun, indeks kedalaman kemiskinan justru meningkat.

Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok rentan masih mengalami marginalisasi dalam akses
ruang, terutama ruang tempat tinggal yang sehat, aman, dan manusiawi. Program E-Rutilahu memang
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menjawab sebagian dari permasalahan ini, tetapi keterbatasan anggaran, kapasitas birokrasi, dan
persoalan legalitas lahan menghambat efektivitasnya.

Selain itu, proyek infrastruktur seperti JLLT memperlihatkan adanya “penggusuran tanpa
keadilan,” di mana hak-hak masyarakat atas ruang tidak dilindungi secara adil dan transparan. Ini
menandakan masih adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan yang seharusnya
inklusif dan tidak diskriminatif.

Secara konseptual, kebijakan tata ruang daerah harus selaras dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) dan PSN. Namun pada praktiknya, sinkronisasi ini seringkali hanya
bersifat formal dan belum menyentuh substansi keterpaduan dan keadilan dalam implementasi.

Kebijakan tata ruang Kota Surabaya tahun 2024 belum sepenuhnya menjamin adanya
mekanisme proteksi bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin kota, terhadap dampak negatif
pembangunan PSN. Seharusnya, perencanaan PSN selalu menyertakan social impact assessment dan
environmental justice untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan hak
dasar warga.
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